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BAB I 
 

DEFINISI OPERASIONAL 
 
 

1. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Badan Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. 

 

2. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. 

 
3. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota adalah Unit Pelayanan 

Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di 

Balaikota Provinsi DKI Jakarta. 
 
4. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi adalah Unit 

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta. 
 

5. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara dan 
Kabupaten Administrasi adalah Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota 
Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 

Provinsi DKI Jakarta. 
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BAB II 
 

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 
 
 

A. KEDUDUKAN 
 

1.  Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Badan 

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. 
 

2.  Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 
Daerah. 

 
3.  Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berada di bawah koordinasi 

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. 

 
4.  Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas 

memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang 
pengadaan barang/jasa pemerintah. 

 
B. TUGAS DAN FUNGSI  

 
1.  Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas 

menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

keuangan pada subbidang pengadaan barang/jasa pemerintah. 
 
2.  Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja 
dan Anggaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 

c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan 
prosedur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 

d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan 
pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa; 

e. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau 
instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan 

pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa; 

f. pengelolaan data dan informasi serta digitalisasi pengadaan Badan 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 

g. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa; 

h. pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 

i. pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; 

j. pelaksanaan kesekretariatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 
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k. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa; dan 

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur 
dan/atau Sekretaris Daerah. 

 
C. SUSUNAN ORGANISASI  

1.  Susunan organisasi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri 
atas: 

a. Sekretariat Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:  

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Subbagian Program dan Pelaporan; dan 

3) Subbagian Keuangan; 

b. Bidang Pengelolaan Pengadaan, terdiri atas: 

1) Subbidang Pengelolaan Strategi Pengadaan; dan 

2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan; 

c. Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri 
atas: 

1) Subbidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 

2) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan 

3) Subbidang Pengelolaan Informasi Pengadaan; 

d. Bidang Advokasi dan Pembinaan Pengadaan, terdiri atas: 

1) Subbidang Advokasi Pengadaan; 

2) Subbidang Pendampingan Pengadaan; dan 

3) Subbidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan dan 
Kelembagaan; 

e. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas: 

1) Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota yang 
membawahi Subbagian Tata Usaha; 

2) Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi yang 
membawahi Subbagian Tata Usaha; dan 

3) Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi 
Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 
yang membawahi Subbagian Tata Usaha; 

f. Jabatan Fungsional; dan  

g. Jabatan Pelaksana. 
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BAB III 
 

SEKRETARIAT BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 
 
 

A. KEDUDUKAN 
 

1.  Sekretariat Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh 

Sekretaris Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. 
 

2.  Sekretaris Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

 
B. TUGAS DAN FUNGSI 
 

1.  Sekretariat Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas 
menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Badan Pelayanan 

Pengadaan Barang/Jasa. 
 
2.  Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:  

a. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan 
Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;  

b. pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 

c. pengoordinasian perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan 
prosedur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;  

d. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau 
instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan 

pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa; 

e. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, 
kearsipan, kehumasan, barang milik daerah, dan kepegawaian Badan 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 

f. pengelolaan program dan anggaran serta pengoordinasian tindak 
lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan 

dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; 

g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa; 

h. pengelolaan keuangan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 

i. penyusunan rincian tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa; dan 

j. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas  Badan 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. 
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C. SUSUNAN ORGANISASI 
 

1.  Sekretariat Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:  

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Subbagian Program dan Pelaporan; dan 

c. Subbagian Keuangan. 
 
2.  Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi: 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Umum dan Kepegawaian; 

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa; dan 

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:  

1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa; 

2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa; 

3) melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, ketatausahaan dan 
kearsipan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 

4) melaksanakan pengelolaan kehumasan Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa; 

5) melaksanakan penatausahaan kepegawaian Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa; 

6) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 

7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Badan 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 

8) melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan pegawai Badan 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa diluar urusan pengadaan 
barang/jasa; 

9) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin 
pegawai Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 

10) melaksanakan pengembangan pegawai Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa di luar urusan pengadaan barang/jasa;  

11) melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan dokumen 
kepegawaian Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; dan 

12) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. 

 
3.  Kedudukan dan Tugas Subbagian Program dan Pelaporan, meliputi: 

a. Subbagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Program dan Pelaporan; 
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b. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pelayanan 

Pengadaan Barang/Jasa; dan 

c. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas: 

1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, 
Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelayanan 

Pengadaan Barang/Jasa; 

2) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan; 

3) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, 
standar, dan prosedur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 

4) melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD 
dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan 
urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa; dan 

5) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, 
kegiatan, dan akuntabilitas Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. 

 
4.  Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan, meliputi 

a. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan; 

b. Kepala Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa; dan 

c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas: 

1) melaksanakan penatausahaan keuangan Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa; 

2) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan 
keuangan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 

3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi serapan anggaran Badan 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; dan 

4) mengoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan 
pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan 
Internal Pemerintah. 
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BAB IV 
 

BIDANG PENGELOLAAN PENGADAAN 
 
 

A. KEDUDUKAN 
 

1.  Bidang Pengelolaan Pengadaan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan 

Pengadaan. 
 

2.  Kepala Bidang Pengelolaan Pengadaan berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

 
 
B. TUGAS DAN FUNGSI  

 
1.  Bidang Pengelolaan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan barang/jasa. 
 
2.  Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pengadaan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan; 

c. pelaksanaan pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa; 

d. pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa; dan 

e. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan 
barang/jasa. 

 

C. SUSUNAN ORGANISASI 
 

1.  Bidang Pengelolaan Pengadaan, terdiri atas: 

a. Subbidang Pengelolaan Strategi Pengadaan; dan 

b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan. 
 
2.  Kedudukan dan Tugas Subbidang Pengelolaan Strategi Pengadaan, 

meliputi: 

a. Subbidang Pengelolaan Strategi Pengadaan dipimpin oleh Kepala 
Subbidang Pengelolaan Strategi Pengadaan; 

b. Kepala Subbidang Pengelolaan Strategi Pengadaan berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan 
Pengadaan; dan 

c. Subbidang Pengelolaan Strategi Pengadaan mempunyai tugas: 

1) merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan strategi pengadaan; 

2) melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan strategi 
pengadaan; 

3) melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa; 

4) melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;  



10 
 

 

 

5) melaksanakan pengoordinasian penyusunan strategis pengadaan 
barang/jasa; dan 

6) melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal. 
 

3.  Kedudukan dan Tugas  Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan, 
meliputi: 

a. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan dipimpin oleh Kepala 
Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan; 

b. Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Pengelolaan Pengadaan; dan 

c. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan mempunyai tugas: 

1) merumuskan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi 
pengadaan; 

2) melaksanakan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi 
pengadaan; 

3) melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan 
barang/jasa; 

4) melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 
dan 

5) melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 
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BAB V 

 
BIDANG PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 

 

 
A. KEDUDUKAN 
 

1.  Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh 
Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 

 
2.  Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. 
 
B. TUGAS DAN FUNGSI 

 
1.  Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. 
 
2.  Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan layanan pengadaan 
secara elektronik; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan layanan pengadaan 
secara elektronik; 

c. pengelolaan data dan informasi serta digitalisasi pengadaan Badan 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 

d. pelaksanaan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik; 

e. pelaksanaan bimbingan teknis, konsultasi, dan sosialisasi 
penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa; 

f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa; dan 

g. pelaksanaan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa. 
 
C. SUSUNAN ORGANISASI 

 
1.  Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas: 

a. Subbidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 

b. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan 

c. Subbidang Pengelolaan Informasi Pengadaan. 
 

2.  Kedudukan dan Tugas Subbidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik, meliputi: 

a. Subbidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dipimpin 
oleh Kepala Subbidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik; 
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b. Kepala Subbidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 

c. Subbidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 
mempunyai tugas:  

1) merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan sistem pengadaan 
secara elektronik; 

2) melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sistem pengadaan 
secara elektronik; 

3) melaksanakan pengelolaan sistem informasi pengadaan 
barang/jasa termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara 
elektronik dan infrastrukturnya; 

4) melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah 
secara elektronik; 

5) melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, dan sosialisasi 

penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan 

6) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi 

pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa. 

3.  Kedudukan dan Tugas Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, 
meliputi: 

a. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala 
Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; 

b. Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 

c. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas: 

1) merumuskan kebijakan di bidang pengembangan sistem informasi; 

2) melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sistem informasi; 

3) mengelola digitalisasi pengadaan Badan Pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa; 

4) melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem 
informasi; dan 

5) melaksanakan pengembangan sistem informasi. 

4.  Kedudukan dan Tugas Subbidang Pengelolaan Informasi Pengadaan, 
meliputi: 

a. Subbidang Pengelolaan Informasi Pengadaan dipimpin oleh Kepala 
Subbidang Pengelolaan Informasi Pengadaan; 

b. Kepala Subbidang Pengelolaan Informasi Pengadaan berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 

c. Subbidang Pengelolaan Informasi Pengadaan mempunyai tugas: 

1) merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan informasi pengadaan; 

2) melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi 
pengadaan; 
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3) melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa; 

4) mengelola data dan informasi Badan Pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa; 

5) melaksanakan pengelolaan informasi kontrak pengadaan 
barang/jasa; 

6) melaksanakan pengumpulan dan pendokumentasian data 
barang/jasa hasil pengadaan; dan 

7) melaksanakan pengelolaan informasi manajemen barang/jasa 

hasil pengadaan. 
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BAB VI 
 

BIDANG ADVOKASI DAN PEMBINAAN PENGADAAN 
 
 

A. KEDUDUKAN 
 

1.  Bidang Advokasi dan Pembinaan Pengadaan dipimpin oleh Kepala Bidang 

Advokasi dan Pembinaan Pengadaan. 
 

2.  Kepala Bidang Advokasi dan Pembinaan Pengadaan berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

 
 
B. TUGAS DAN FUNGSI 

 
1.  Bidang Advokasi dan Pembinaan Pengadaan mempunyai tugas 

melaksanakan advokasi, pendampingan, dan pembinaan pengadaan 
barang/jasa. 

 

2.  Dalam melaksanakan tugas, Bidang Advokasi dan Pembinaan Pengadaan 
menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang advokasi dan pembinaan pengadaan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan pembinaan pengadaan; 

c. pelaksanaan bimbingan teknis, konsultasi, sosialisasi, dan focus group 
discussion proses pengadaan barang/jasa; 

d. pelaksanaan penerimaan dan penghimpunan daftar hitam (blacklist) 
penyedia barang/jasa; 

e. penanganan terhadap laporan/aduan yang masuk terkait proses 
pengadaan barang/jasa; 

f. pelaksanaan pendampingan proses permasalahan hukum terkait 
pengadaan barang/jasa; 

g. pelaksanaan pendampingan etika profesi dalam proses pengadaan 
barang/jasa; 

h. pelaksanaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; 

i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 
pengadaan barang/jasa; dan 

j. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Badan 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. 

 
C. SUSUNAN ORGANISASI 
 

1.  Bidang Advokasi dan Pembinaan Pengadaan, terdiri atas: 

a. Subbidang Advokasi Pengadaan; 

b. Subbidang Pendampingan Pengadaan; dan 
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c. Subbidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan dan 
Kelembagaan. 

 
2.  Kedudukan dan Tugas Subbidang Advokasi Pengadaan, meliputi: 

a. Subbidang Advokasi Pengadaan dipimpin oleh Kepala Subbidang 
Advokasi Pengadaan; 

b. Kepala Subbidang Advokasi Pengadaan berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Advokasi dan Pembinaan 
Pengadaan; dan 

c. Subbidang Advokasi Pengadaan mempunyai tugas: 

1) merumuskan kebijakan di bidang advokasi pengadaan; 

2) melaksanakan kebijakan di bidang advokasi pengadaan; 

3) melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, dan focus group 
discussion proses pengadaan barang/jasa; 

4) melaksanakan konsultasi dan advokasi terkait pengadaan 

barang/jasa;  

5) melaksanakan pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa; dan 

6) menerima dan menghimpun serta memberi pertimbangan daftar 

hitam (blacklist) penyedia barang/jasa. 
 

3.  Kedudukan dan Tugas Subbidang Pendampingan Pengadaan, meliputi: 

a. Subbidang Pendampingan Pengadaan dipimpin oleh Kepala Subbidang 
Pendampingan Pengadaan; 

b. Kepala Subbidang Pendampingan Pengadaan berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Advokasi dan 
Pembinaan Pengadaan; dan 

c. Subbidang Pendampingan Pengadaan mempunyai tugas: 

1) merumuskan kebijakan di bidang pendampingan pengadaan; 

2) melaksanakan kebijakan di bidang pendampingan pengadaan; 

3) melaksanakan pendampingan proses permasalahan hukum terkait 

pengadaan barang/jasa; 

4) melaksanakan pendampingan etika profesi dalam proses 
pengadaan barang/jasa; 

5) melaksanakan penanganan terhadap laporan/pengaduan yang 
masuk terkait proses pengadaan barang/jasa; 

6) melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui 

mediasi. 
 

4.  Kedudukan dan Tugas Subbidang Pembinaan Sumber Daya Manusia 
Pengadaan dan Kelembagaan, meliputi: 

a. Subbidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan dan 
Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Subbidang Pembinaan Sumber 
Daya Manusia Pengadaan dan Kelembagaan; 

b. Kepala Subbidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan dan 
Kelembagaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Advokasi dan Pembinaan Pengadaan; dan 
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c. Subbidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan dan 
Kelembagaan mempunyai tugas: 

1) merumuskan kebijakan di bidang pembinaan sumber daya 
manusia pengadaan dan kelembagaan; 

2) melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan sumber daya 

manusia pengadaan dan kelembagaan; 

3) melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya 
manusia pengadaan barang/jasa; 

4) melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan 
barang/jasa; 

5) melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku 
kepentingan pengadaan barang/jasa; dan 

6) melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan 

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. 
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BAB VII 
 

UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA BALAIKOTA 
 
 

A. KEDUDUKAN 
 

1.  Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota dipimpin oleh Kepala 

Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota. 
 

2.  Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

 
B. TUGAS DAN FUNGSI 
 

1.  Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota mempunyai tugas 
menyelenggarakan pengelolaan pelayanan pengadaan barang/jasa pada 

PD/UKPD lintas wilayah Kota/Kabupaten Administrasi. 
 
2.  Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota menyelenggarakan 

fungsi:  

a. pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta 
dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan pada 
PD/UKPD lintas wilayah Kota/Kabupaten Administrasi; 

b. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pada PD/UKPD lintas 
wilayah Kota/Kabupaten Administrasi; 

c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan, persiapan pengadaan, dan 
pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa daerah lintas wilayah 

Kota/Kabupaten Administrasi; dan 

d. pelaksanaan kesekretariatan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 
Balaikota. 

 

C. SUSUNAN ORGANISASI 
 

1.  Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota yang membawahi 

Subbagian Tata Usaha; 
 

2.  Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi: 

a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha; 

b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa Balaikota; dan 

c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:  

1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Unit Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa Balaikota; 

2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, 
ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Unit Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa Balaikota; 
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3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem 
informasi Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota; 

4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa Balaikota; 

5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis 

beban kerja Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota; 

6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Unit 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota; 

7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, 
Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelayanan 

Pengadaan Barang/Jasa sesuai lingkup tugasnya; 

8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa sesuai lingkup tugasnya; 

9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana 
Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pelayanan 

Pengadaan Barang/Jasa sesuai lingkup tugasnya; 

10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, 

standar, dan prosedur Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 
Balaikota; 

11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan 

kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Unit Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa Balaikota; 

12) melaksanakan penatausahaan keuangan Unit Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa Balaikota; 

13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan 

Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota; dan 

14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Unit Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa Balaikota. 
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BAB VIII 
 

UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA ADMINISTRASI 
 
 

A. KEDUDUKAN 
 

1.  Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi dipimpin oleh 

Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi. 
 

2.  Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. 

 
3. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi, terdiri atas: 

a. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta 
Pusat; 

b. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta 
Barat; 

c. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta 
Selatan; dan 

d. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta 
Timur. 

 
B. TUGAS DAN FUNGSI 

 
1.  Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi mempunyai 

tugas menyelenggarakan pengelolaan pelayanan pengadaan barang/jasa 

pada PD/UKPD wilayah Kota Administrasi. 
 

2.  Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi menyelenggarakan 
fungsi: 

a. pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta 
dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan pada 
PD/UKPD di wilayah Kota Administrasi; 

b. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pada PD/UKPD di 
wilayah Kota Administrasi; 

c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan, persiapan pengadaan, dan 
pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pada PD/UKPD di 
wilayah Kota Administrasi; dan 

d. pelaksanaan kesekretariatan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 
Kota Administrasi. 

 
C. SUSUNAN ORGANISASI 

 

1.  Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi yang 
membawahi Subbagian Tata Usaha. 

 

2.  Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi: 

a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha; 
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b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa Kota Administrasi; dan 

c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Unit Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi; 

2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, 

ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Unit Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi; 

3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem 
informasi Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota 
Administrasi; 

4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi; 

5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis 

beban kerja Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota 
Administrasi; 

6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Unit 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi; 

7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, 

Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa sesuai lingkup tugasnya; 

8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa sesuai lingkup tugasnya; 

9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana 
Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa sesuai lingkup tugasnya; 

10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, 
dan prosedur Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota 

Administrasi; 

11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, 
kegiatan, dan akuntabilitas Unit Pelayanan Pengadaan Barang/ 

Jasa Kota Administrasi; 

12) melaksanakan penatausahaan keuangan Unit Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa Kota Administrasi; 

13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan  
Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi; dan 

14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan 
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Unit Pelayanan 

Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi. 
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BAB IX 
 

UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA 
UTARA DAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 

 

 
A. KEDUDUKAN 
 

1.  Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara 
dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dipimpin oleh Kepala Unit 

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara dan 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 

 

2.  Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta 
Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa. 
 

B. TUGAS DAN FUNGSI 
 

1.  Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara 

dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai tugas 
menyelenggarakan pengelolaan pelayanan pengadaan barang/jasa pada 

PD/UKPD wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu. 

 

2.  Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara 
dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta 
dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan pada 

PD/UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu; 

b. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pada PD/UKPD di 
wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu; 

c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan, persiapan pengadaan (reviu), dan 
pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa daerah di wilayah Kota 
Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan 
Seribu; dan 

d. pelaksanaan kesekretariatan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 
Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi 

Kepulauan Seribu. 
 

C. SUSUNAN ORGANISASI 
 

1.  Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara 

dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang membawahi 
Subbagian Tata Usaha. 

 

2.  Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi: 

a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha; 
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b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu; dan 

c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Unit Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara dan 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 

2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, 
ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Unit Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara dan 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 

3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem 
informasi Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi 
Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 

4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu 

5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota 
Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu; 

6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Unit 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta 
Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 

7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, 
Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa  sesuai lingkup tugasnya; 

8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa sesuai lingkup tugasnya; 

9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana 
Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa sesuai lingkup tugasnya; 

10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, 
standar, dan prosedur Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 
Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu; 

11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan 
kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Unit Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu; 

12) melaksanakan penatausahaan keuangan Unit Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara dan 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 
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13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan 
Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta 
Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan 

14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan 
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Unit Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara dan 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 
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BAB X 
 

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN  
 

 

A. Subbagian dan Subbidang pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 
melaksanakan tugas selain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 
Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut: 

1.  menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan 
Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

2.  melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

3.  merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

4.  melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

5.  melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian 
sesuai dengan lingkup tugasnya;  

6.  melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup 
tugasnya; dan 

7.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung. 
 
B. Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pelayanan 

Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan fungsi selain sebagaimana dimaksud 

dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut: 

1.  penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan 
Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

2.  pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

3.  perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

4.  pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai 
dengan lingkup tugasnya;  

5.  pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian sesuai 
dengan lingkup tugasnya;  

6.  pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

7.  pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung. 
 
 

 
 
 



BAB XI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA  JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

SEKRETARIAT 

BADAN

SUBBAGIAN

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

PROGRAM DAN 

PELAPORAN

KEPALA BADAN

SUBBIDANG 
PENGELOLAAN 

STRATEGI 
PENGADAAN

BIDANG 

PENGELOLAAN 

PENGADAAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

UPPBJ
BALAIKOTA

SEKSI 
PERIKANAN

SUBBIDANG 
PENDAMPINGAN 

PENGADAAN

SUBBIDANG
PEMANTAUAN DAN 

EVALUASI 
PENGADAAN

SUBBIDANG 
PENGEMBANGAN 

SISTEM INFORMASI

SUBBIDANG 
PENGELOLAAN 

INFORMASI PENGADAAN

SUBBIDANG 
PENGELOLAAN SISTEM 
PENGADAAN SECARA 

ELEKTRONIK

SUBBIDANG
ADVOKASI 

PENGADAAN

SUBBIDANG 
PEMBINAAN SUMBER 

DAYA MANUSIA 
PENGADAAN DAN 
KELEMBAGAAN

BIDANG

PENGELOLAAN 

LAYANAN PENGADAAN 

SECARA ELEKTRONIK

BIDANG

ADVOKASI DAN 

PEMBINAAN 

PENGADAAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

UPPBJ 
KOTA ADMINISTRASI 
JAKARTA UTARA DAN 

KABUPATEN ADM 
KEPULAUAN SERIBU

UPPBJ 
KOTA ADMINISTRASI

JABATAN  FUNGSIONAL

DAN JABATAN PELAKSANA

Catatan :

Kedudukan Jabatan Fungsional dan Jabatan

Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.


